
1 Undan9-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenlukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgkungan PrOPtnsi jawa Baral 
(8enla Negara Tahun 1950) sebaga,mana telah d,ubah dengan 
Undang-Undang Nom0t • Tahun 1968 terung Pembelll\J~an 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tallun 1950 tenlang Pembentukan 
Dae-ah-Daerah Kabvpa!en Dalam lingkungan Prupins Oja-va Baral 
(lembaran Negara Rep•bhk lndones•a Tahun 1968 N¢mor 31 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851), 

2. Undaog-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1en,ang Pemenrnahan 
Daerah (Lembaran Negara Reoublik fndooesia Tahu:n 2004 Nomor- 
125, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomo< 
4437), sebagaJmana telan beberapa ka~ d•ubah te<a'<h~ dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tah•n 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahutl 2004 ternang Pe,r,enn1ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

Mer,g,ngat 

a bahwa dalam rangka opnrnahsasi dan efektivitas pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat di wifayah kefurahan. perlu adanya 
pelimpahan sebagian wewenang 8upab kepada Lurah untuk 
menangani sebagian urusan peme.rintahan Kabupaten Bekasi; 

b banwa del)Qan oerpeccman kepada Pe(aturan Menteri Datam 
Negeri Nomor 36 T ahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan 
Pemerintahao Kabupa1enll<ota Kepada Lurah. 8upati <1apa1 
mellmpahkan sebagian urusan pemenntahan kepada Ltl'ah; 

c. bahwa berdasarkan pelbmbangan sebaga,mana <!imaksud huruf a 
dan huruf b di alas maka pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan KabUpateo Bekasi kepada Lurah tersebut perfu cLarur 
dengan Peraturan 8upa• 

Menimbang 

BUPATI BEKASI, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 
KEPAOA LURAH 01 KABUPATEN BEKASI 

TENTANG 

NOMOR 12 TAHUN 2012 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR: SERI: 

{JJ 
BERITA OAERAH KABUPATEN BEKASI 



PEllMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPAOA lURAH DI 
KABUPATEN BEKASI 

MEMUTUSKAN 

3 Petaturan Pe-~ Nomor 73 Tanun 2005 tentang Kefurahan 
(lembaran Negara ReP<Jbl K Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lemosran Negara Republil< lndo=a Nomor 4588): 

~ Peraruran Pemerintah Norn or 79 T ahun 2005 tentang Pedoman 
Pembil"laan dan Pe119awasan Penyefenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negaica Republik Indonesia Nomor lSS. 
Tamballan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4593): 

5. Peraturan Mentett Oalam Negen Nomor 36 Tahun 2007 temang 
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lur.lh; 

6. Peraturan Oae<ah Kabupal8f1 Bekas1 Namer 6 Tahon 20081entang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daetah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

7 Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 te<rtang 
Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekas, (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebaga1mana tel.ah d1\Jbah 
clengan Peraturan Oaerah Kabupaten Be<asi Nornor 4 Tallun 2011 
ten tang Perubahan atas Peraturan Oaetah Nomor 7 T ahun 2009 
1entang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasa: 

8. Peraturan Daerah Kabupa!en Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka PanJanQ Oaerah Tahun 2005-2025 
(lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Ncmor 3); 

9 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 148 Tahun 2007 teruang 
Mekanisme Penyusunan Prcxfuk Hukum Oaerah di !Jngkungan 
Pemenntah Katr"paten Bel<as, (Ber,ta Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2007 Nomor 148), 

10 Peraturan Bupati Bekasi Norno, 49 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tara Kerja Kelurahan (Bema Oaerah Kabupaten Belrasl Tahun 
2009 Nomor 49); 

11 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tanun 2010 tentang 
Penye'enggaraan Peoz,nan Non Petizinan dan Pelimpahan 
Sebagtan Kewenangan untuk Menangam Seb.ag1an Urusan 
Otonomi Oaerah d• Kabupaten Bekasi (Berija Oaerall Kabupaten 
Bekasi Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah bebefa;:,a kai 
diubah terak-h1r de.ngan Peraruran Bupati Bekas1 Nomcr 32 T ahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Pe,aturan Bupati Bekasi 
Nomo, S Tahun 2010 tenta.og Penyelenggaraan PenziOOn. Non 
Penz1nan dan Pelimpahan Sebagi.an Kewe.naogan untuk Meoangani 
Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupa~en Bel<as, (Senta 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Nomor 5). 

Menetapkan 

- 



(2} Salam tugas sebaqaimana dimaksud pada ayat (1). Lurah metaksanasan urusan 
pemenntahan yang dilimpahkan o!eh Bupati 

(1) Lurah mempvnya, tugas menye1enggara1<an urusan pemenncanan. pemt>ar,gunan. dan 
kemasyarakatan 

Pasal3 

URUSAN PEMERINTAHAN 

BAB Ill 

a. melaksanakan fungs. pelayanan masyaraka1 secara efektif dan efisieo 
b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 
c. rnendoronq tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparator kelurahan dan 
d memperjelas dan mempertega.s posisi kelurahan dalam menJa.lankan fungsi dan 

tugasnya 

Tujuan peltmpahan seb.agran urusan Bupati kepada Lurah adalah untuk. 

Pasal 2 

TU JUAN 

BASii 

8 
9. 

7. 

6. 

5. 

2. 
3. 
4. 

1. 

Dalam Peraluran Bopati ,n, yang d,maksud dengan : 

cemertntah Daerah ada1ah Bupab dan Petangka1 Oaerah sebaga, unsur pe,1yelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
Bupaf adalah Bupa~ Bekas,: 
SekJetaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Bekas.1, 
Satuan kerja peraogkat daerah yang sel~njutnya di seeot SKPD adalah Sektetariat 
Daerah Sekfetanat OPRO. Dinas Oaerah Lembaga Tek,us Daerah, Kecamatan dan 
Keturohan di lingkuogan Pemerintah Kabupaten Bekas1. 
Urvsan pemerintahan acatan fungsMungsi pemerintahan yang men:Jadl hak dan 
kewapban senap lmgkatan dan.'atav susunan pemerintahan untvk mengalur dan 
meoguros tungs14fungs1 tersebet yang menjach kewenangannya dalam rang.<a 
mefmduog1, metayam, memperdayaken, dan menyeJahteraka11 masyara~at. 
Urusan pemerlntahan caeran adalah rungs,-lungsl pemerintahan daerah yang meniad, 
hak dan kewa:iban daerah untuk mengatur dan men,gurus- fungsi..fungs, tersebut yang 
menjadi kewenangannya datam rangka metindu.ngi. melayani, memberdayakan, dan 
meoyejahterakan masyarakat 
Kelurahan adalah wllayah ke~a Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah 
Kecamatan, 
Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di w1layah Kabupaten Bekas, 
Pehmpahan urusan adalah petimpahan hak k·ewajiba.n dan tanggung iawab sebagian 
urusan pemerintahao Kabupaten Bekasi kepada turah sesua, ketentuan peratisan 
pen,ndang-vndangan 

Pasa! l 

KETENiUA'l UMUl,I 

SABI 



Oalam hal petaksanaan urusan pemerintahan yang telah ddimpahkan bcfa.k betjalan secara 
efektif, Bupati dapat menank sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah 
dilimpahkan berdasarkan hasil evatuasi 

Pasal7 

(2) Pembiayaan pelaksanaan urusan pemeri.otahan sebag.mana d1maksud pada ayat (1) 
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belan.ia Oaerah Kabupaten Bekas1 

(1) Pelaksanaan urusan pemenntahan yang dlimpahkan oteh Bopab $ebagimana dimaKsud 
dalam Pasat 5 aya1 (2) d,settai dengan sarans. prasarana. pemoiayaan dan pel$0l'll. 

Pasal6 

a. pendidikan; 
b. kesehatan, 
c. lingkun,gao hidup; 
d pekerjaan umum: 
e. koperasi dan esana kecil menengah, 
f kependudukan dan catatan sipil, 
9. Ke1enagaKeryaan 
n. keluatga berenc.ana dan keluarga sejahtera: 
i. kepemedaan dan olahraga 
l perhabungan 
k. pertanahan 
I. kesatsan baogsa dan politik dalam negen; 
m otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan dae<ah perangkat 

daeran. kepegawa,an can persanoran 
n. pembe-rdayaan masyarakat dan desa; 
o. sosiaf; 
p. stalistik: 
q. kears.pan 
t. perpusrakaan, 
s pertanian 
t. perdagangan; dan 
u. rekomendasi perizinan. 

(1) Urusan pemerintahan Kabupaten Sek~si yang diberikan keoada Lurah merupakan 
sebagian erusan pemenntahan Kabupaten Bekasi yang berskala kelurahan. 

(2\ So bag Ian urusan pemenntahan $ebagaimana pada ayat (1) terdtn atas bidang urusan 
pemenntahan yang meliputi 

PasaJS 

(2) Rmc1an pehmpahan seba.g1an urusan pemerintaha1\ kepada Lurah sebagainana 
dirnaksud pada ayat ( 1} tercantum dalam lamp.ran ya.ng ttdak tetptSahkan dan 
Peraturan Bupati m, 

Pasa • 

(1) at,pa;, rnet1mpan~an urusan pemer,ntahan kepaaa Lureh Ya.!'9 arse,sua[lcan dengan 
kebuttshan k.elurahan de;gan mempeinatf.kan prins.p er.siens, can pening~tan 
.akumabllltas 



SERITA OAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 

v ""-... . t> ',- , 
H.DAO~I 

./ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKASI, 

Dlu!\llangkan di C,karang Pusat 
pada tanggat 

H. SA'OUOOIN 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
pada tangga! 10 Mei 2012 

BUPATI BEKASI, 

Peraturan BtJpati ini mula1 bertaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe<aturan Bupati 1n, 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupate.n Bekasi 

Pasal 10 

Hal4lal yang belum cukup d1atur da1am Peraturan Bupati 1m sepanjang meogenai tekrus 
pelaks.anaannya akan ditetapkan lebih lan1ut oleh Bupati. 

Pasat 9 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

(1) fembmaan pengawasan dan evaluasi temadap wewenang yang ddimpallkan kepada 
Luraf dil.akukan ole.n Carnal 

(2) Lurah waJ1b menyampaikafl Japorao tahunan atas petaksanaan urusan pemerintahan 
yang dliimpahkan kepada Bupati metann Camal 

BABIV 

PEMBINAAN. PENGAWASAN DAN PELAPORAN 



IV. Bidan9 Pekerjaan Umum 

1 Fasilitasl pemberdayaan kelembagaan sumber ctaya air tingkat kel\Jrahan. 
2 Koordiaas, pengendahan rungs, dafl mantaat t,,as'1 pembangunan Jatan kabupa!en 

yang t:>eflokasi di kelurahan, 
3 Fas1htas, pembetdayaan masye-exat dan donia usaha datam pembangll'lan 

perkotaan di wi1ayah keluraha.n: 
4 Koordinas, penyelenggaraa.n kerjasama/l<emitraan anta.ra pemerintah daerahtdunea 

usaha/masyarakat dalam pengetolaan. dat1 pembanguna.n sarana pe.tk_otaan d1 
lingkungan kelurahan; 

5 Koordinas, pelayana.n dan pengeJo,aan persampahan skala keiurahan. 
6. Fasdrtasi ketjasama dunia usaha dan masyaraka! dalam penge1o·a.an pel'Sampahan d• 

wilayah kelurahan, 

Ill. Bidang Lingk_ungan Hidup 

1 Koordinasi pengawasan petaksanaan pengumpulan, penYlmpanan <tan pengelo.taan 
hmbah 63 yang be<lokas1 dt kelurahan, 

2. Koordlnas, perutatan studi flngkungan d, wtlayah ke:uraha.n; 
3. Koordinas, terhadap peogawasan pe1aksan.aan pengelolaaJl dan pemantauan 

liogkungan h1dup bag, sefuruh Jents usahalatau ke91atan d1 luar usaha danfatau 
kegiatan yang wajib dilengkap, AMDAL di wilayall kelurahan; 

4 Koofdinasi peogelolaan pembuangan arr l1mbah ke air; 
5 Pengawasan kawasan rawan yang bensiko rawan bancana skata kelura.han. 
6 Koord1nas1 penaogguJanga.n dampak pencemaran dan kerusakan lu'lgkung.an Skala 

keturahan. 
7. Fastlrtas, penyelesa an sengke,a lingkungan- 
8 Koordinas, dan pengawasan atas pengendal1an peocemaran dao kerusekan 

lingkungan akibat bencaoa d1 wllayah kelurahan: 
9 Koordinas, kawasan bens1ko men,mbufkan bencana lfngkungan di Wtfayah kefurahan 

II. Bidang Kesehatan 
1. Fas1!1tasi penye!enggaraan upaya kasehatan 1i.ngkungan d.a.n pemantauan dampak 

pemt:>angunan ternadap kesehatan hngkungan di wilayah kelurahan 
2. F-as1litasi penyelenggaraan upaya kesenatan yang bersumber daya masyarakat· 
3. Pembenan ,nformasi yang berhubungan dengan kesehatan di wilayah kelurahan 
4. Fasilitasi penyetengaraan penanggulangan gizl butuk d, wifayah ke'tXahan; 
5. Pemberian keferangao dom1sili ternsdap ijm apotik. toi<o ooat, mdustri makanan skala 

roman taogga (PIRT) 

1. Bldang Pendldlkan 
1 Fasilitasi pen,ngkatan peran serta masyarakat dalam b1dang pendx:hkan di wi&ayah 

kelurahan 
2. Pemberian surat ketera.ngan ijin tingkungan penduian tembaga peodtchk.an 
3. Koord1nas1 csram penyetenggaraan pendid,kan cfi wit-ayah kelurahan. 
4. Fasilitas, pendataan sarana dan prasarana pendidikan di w.layah keturahan 
5. Monitoring sarana dan prasarana pendid~kan dasar di w1!ayah kelurahan. 

RINCIAN SEBAGtAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN 
KEPAOA LURAH 

URUSAN 
KEPADA 

lv'.BUPATEN 

PER..;TU?..A.N BUPAT' SEK.AS 
NO',~OR 
TAl"GGAL 
TENT ANG PELIMPAHAN 

Pi:MERINTA!-<AN 
LU RAH DI 
BE KASI 



XIX. Bidang Portanlan 

1 Fasiri:asi peningkatan motiv-asi masyarakat dalam rang.ka pemantapan keta"\anan 
pangan di w,layah kelurahan; 

2 Fasilttas, pengukuhan program pertaman dan petemakan dJ w1fayah keturahan. 

XVIII. Bidang Perpustakaan 

1. Pengefotaan pe(pustakaan di wifayah kelurahan 
2. Pengembangan satana dan prasarana perpustakaan d1 Wtlayah kelurahan. 
3 Pef19embangan mmat baca 

XVII. Bidang Kearsipan 

Pengelolaan dan penyerahan arsip stails dari k.elvrat1an ke bngkat kabupaten 

14 Fasddas1 penyelenggaraan keqasama untuk mengembangkan statstik kelurahan 
datam me,u..inJang stabshk; skala kecamaran dan kabupaten, 

2 Koo<dinas1 dan fasll1tas1 pembenan dukungan sensus dan sUNey 

- XVI. Bidang Statisti~ 

XV. Bidang Sosiat 

1. Penyetenggaraan xerjasama bidang sosiaf skala kelurahan ; 
2 Pembenan rekomendasi kepa-da organisasi sos,al/panb sossal ya.ng beraoa d• w,layah 

kefurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang, 
3 Pembenan rekomen.dasi dan pengawasa.n izin pendaftatan letnb.aga s~aya 

rnasyarakat yang bergetak datam btda.ng sosial di wilayah kelurahan 
4 Koordinas, dan fasilitasi pelakSaI\aan p,ograrnlkeg,atan bJdang sosiaf ska'a 

kelurahan 
5 Fasifitas, peodataan masatah kesejahteraan SOSJal dan pelaksanaan penanggutangan 

masatan kesejahterean sosial d1 w1fayah kelurahan; 
6. Monitoring. eva!uas, dan pelaporan ha-stl petaxsanasn pefayanan kesetahteraan 

sossal ti'ngkat kelurahan, 
7. Pemantauan keneraoaao organ·sasi sos1allpanti4panti sos1al di y11fayah kelurahan. 
8. Petestanan nda14n1la1 kepahtewanan, keJuangan dan kesetiakawanan sosiaf seseas 

pedoman yang ditetapkan oleh pemenntah kabupa!en dt wifayah kekJrahan. 
9 FasiJitasi penangula11gan dini korban bencana skaJa kelurahan 
10 Pengendalian dan pengawasan pengumpulat1 sumbangan sosial befupa vang atau 

barang skala kelurahan. 

XIV. Bidang Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 

1 Fa$il1tas1 pe£si.apan penye!enggaraan pembentuitan pemel<aran, penggablllgan dan 
penghapvsan batas kelura>ian. 

2. Penyelenggaraan pengvatan kelembagaan masyerexer di wflayah f(ekira~n 
3. Mengan91<at ketua dan pet19urus lembaga kemasyara:katan tingkat ketura..,.an: 
4. Menganahsa dan mengesahkan ketua dan pe.ngurus l.embaga kemasyaraka~~ 

tmgkat kelu(ahan has1I pemtlihan masyarakat yang d1 lapor'kan oleh ketua panttia 
perrunhao. 

s. Mengaml)1J sumpan dan jMji jabatan ketua dan pengurus lembaga k.emasyarakatan 
tingkat kelu(ahan yang dilanjutkan dengan pelantikan; 

6 Fasifiiasl pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunat1 pattSlpatrf ska!a 
kelurahan 

7 Koordinas1 dan fasmtasi pemberoayaan perernpuan d1 wi1ayah kelurah:an 
e Koordinas, oan fasilitas, pemberda•1aan dan Kese1ahteraan kelvarga (Pl<K) di 1111by:m 

kelurahan 
9. Koordinasi dan fasilitasi penyelengga,aan pemberdayaan ekonom, pendoduk nuslort 

d1 wilayah kelu,ahan, 
10. Kcordinasr oan fasil1tasi kebutuhan teknofogi tepat guna di wilayah kelurahan 

18 Fa.;,!rtas· pe---tgtJSu en pe.rptnda-llari PNSD i(abupa:en :,ang aoa di 'i>...-e.lUra.har: 
19 Pet.akS¥taan ctan oetap,o(an oemotal<.hll'ar. data PNSD cSt keh.1raha."1 



1. Harmonisasi peiaksanaan aturan dengan peraturan daerah dengan pe,acuran 
perundang-vndaogan yang leb>h llogg · 

2 Hatmonisasi antar b1dang urusan pemerintahan yans d1limpahkan kepada lurah. 
- 3 Penyosunan dan penetapan kepotusan lurah sesua: dengan urus.an pemerinta.han 

yang menjadi kewenaogannya sepanJang nda!( bertenta.ngan dengan peratUran 
oaerab dan peraturan perundang-undangan yang lebih tmggi; 

4. Pelaporan pefaksanaan urusan pemenntahan kabupaten yang dt ~mpahkan dan 
bupati 

5. Pelaksanaan ke!)asarna antar kelurahan 
6 Pelaksana.an kerJaSama dengan pihak kenga 
7 Pelaporan pelaksanaan keqasarna antar kelurahan dan pihak ket,ga kepacla bupab 

melalu, camat 
8 Pembmaan pe!aksanaan perlfnefungan masyarakat skala k.erura-han: 
9. Koordinasi <Jan fas,htasi penanganan bencana skala ke!urahan: 
10 Koor<finas1 dan fas1htas1 penge1ofaan penanganan pasca bencana skafa keJt.Ka.",an 
11 Koordinas, dan fasihtas, penanganan kefembagaan penanganan beneana Skala 

kelurahan 
12. Pelaksanaan penyampaian SPPT PSB. 
13. Fas,htas, pencapa,an target PBS 
14 Fas1fltasi pense!olaan paJaJ.. dan aset daerah yang ada di wrayah kelurahatt. 
15. Pengawasan aset dae-rah yang ada di wilayah kelurahan, 
16 Fasilitas1 pengusulan tormasi PNSD yang aka.o bertug.as (U keturahan: 
17 Fas,Hasi pengusu!an kenaikan pangkaV901oogan ruang PNSD keltJraha,'l 

XIII. Bidang Otonomi Oaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. 
Pcrangkat Oaerah, Kepe·gawaian dan Persandian 

XU. Sidang Kesatuan Bangsa dan Politik Oalam Negeri 

1 Fas1Jitas1 pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ldeolog-i negara. wawasan 
kebangsaan be!a negara n,la1-n,la1 se,iarah kebangsaan dan penghargaan sk.aJa 
kelurahan, 

2. Fa.sihtasi pelaksanaan k:eg1atan d1 bidang xetananan seni dan buday-a, agama dan 
kepercayaan, pe-mbauran dan akulturas1 budaya, organisasi kemasyarakatan, 
penan,ganan masatah sosral kemasyarakatan skala kelu.raha.n, 

3 Fasilitasi peJaksanaan keg1atat\ dan imp!ementasj sistem politiK kefembagaan pofrtlk 
pemennfaha.n. ketembagaan p.artai poriuk pemerintaban, budaya dan pendld1kan 
pof1bk. fasllitas pem1fu pifpres dan pilkada Skala kelurahan 

XI. Bidang .Pcrtanahan 

1 Fastlttasi kegiatan panitla pengadaan tanah untUk kepent1ngan umum d, mlayah keqa 
keturahan sesuai dengan peraturan i:,erundang-tmdangao: 

2. Pelayana.n surat-surat keJerangan tanah d1 w1tayah k.erJa kelura.han, 
3. Fasilitasi musyawarah antar p1hak yang bersengketa untuk mendapatKan 

kesepakatan antar para p1hak t1ngkat kelura.han. 

X. Bidang Perhubungan 
1 F.as1htas, usula» pembukaan trayek a.ngkutan koia dl W'ilayah keqa keJt.Jfahan 
2 Fasthtas, usulan rencana pembangunan termmal dJ witayah kelurahan. 

~ Pe-a,sar,a.an «eo 1a1cana. btoa:"-g '<eotarragaa:1 Ska a ke!urahan :ta.t\9 me:liput, 
a .Ac1tx-as k.eolarragaan d; wrlayah keJuta"'arr 
b Fasitnasi dan dukungan aktiv1tas .1<eo1ahra9aan lntas kelutana.., dan cesa 
c. Kefjasama antar keluraha.n dan desa 

5. Koorcfmas1 di b1dang keolahrag.aan skala kek1rahan yans mel1cut., 
a Koordinas, dengan kecamatan dan dinas tetkart. 
b Koordmas1 dengan lembaga non pemerin1ah: 
c Koord1nas, anlar keJuraf"lan dan desa: dalam satu Wtl.ayah kecemeten 

6. Pernbinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kefurahan yang 
meliputi: 
a. Pernbinaan Oan pengawasan ternadap organisasi keo!ahragaan, 
b Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan keolahragaan: 



H~A~1 

/ 

BE'RITA OAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASl, 

Otundangkan di Cikarang Pusat 
pada tangga' -,'J Kei ~ 2 

H. SA'DUDDIN 

BUPATI BEKASI. 

Drtet.ap1(an d1 C,karang Pusat 
pada tanggat 10 lln :.212 

XXI. Bida,,g Peri:zinan 
Membenkan Surat Ke,erangan permonooan perilinan terhadap Orang atau Badan 
Hu~'-'m dr ....,.,ayah kelurahan. 

XX. Bidang Perdagangan 
1. Rekoinendasi pemberian surat kefe:rangan domism u-s-aha perdagangan ting.kat 

kelurahan, 
2 Fasibtasl peoyetenggaraan dan pembtnaan pengembangan usaha di k.elUrahan; 
3 Pendataan sarana osaha perdagangan di kelurahan 

3. Fas1lrtasi rekomend.asi kefompok tam 


